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PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGEKAT II CIANJUR

a. bahwa untuk menjaga kelancaran pembangunan Nasional dalam
rangka tinggsl lendas, Pemerintsh Daerah dituntut untuk -
menggali dan meningkatkan sumber pendapstan asli daersh =
nya ;

b. bahwa sesuai dengan perkembaengan perekonomian dan pemba =
ngunan, maka segi kehidupen perusghaan Khususnya yang me
nyengkut usaha reklame (sales promotion) perlu dikenakan=—
pajek sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan Daershj;

ce bahwa berdasarkan pertimbeungan sebagaimsna dimaksud pada
butir a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan kembsali
Peraturan Daersh yang mengatur tentang Pajak Reklame,

1o Undang-undang Nomor 5 Tghun 1974 tentang Pokok-pokok Peme
rintahen di Daerah ;

2. Undang=-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dae
rah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jewa Barat;

3. Undang-undsng Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum—
Pa jak Daerah.

DENGAN PORSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN-
DAERAH TINCEKAT II CIANJUR.

M 8 M U T U S K A N:

PERATURAN DARRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR T“NTANG
PAJAK REKLAME.
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Pasal 1
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Dalamlieraturan Daerah ini yang dimsksud dengsan :
2. Daer ah : Kabupaten Daerah Tingkat II Cian
jur.

, Pemerintah Kabupaten Daerah Ting
kat II Cianjur.

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkst
IT Cianjur.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Cianjur,

e. Sekretaris Wilayah/Daserah : Sekretaris Wileysh/Daerah Ting -
kat II Cianjur,

b, Pemerintah Dgerah

ce Wil sy ah

..

d., Bupati Kepala Daerah

f. Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapaten Daerah Kgbups -
ten Daerah Tingkat II Cianjur.

Benda, alat atau perbuatan yang-
menurut susunan dan corak ragam=
nya dipergunakan untuk memperke-
nalkan, jasa atau seseorang atau
pun untuk menarik perhstian umum
kepada suatu barang, jasa atau -
seseorang yang diseeluggarakan =
atau ditempatkan pada tempat yag
dapat dilihat, dibaca atsu dide-
ngar oleh umum,

Izin pemasangan/penyelenggarasan=-
Reklame,

Reklame yang izinnya berlaku sam
pai ada pencabutan,

Reklame yang jangka waktu berla-
kunya ditentukan dalam iziunnyas

Peraturan Daersh Kabupaten Daerah
Tingkat II Cianjur.

(X3

ge Reltl ame

he I 2z 1 n

i. Reklame tetap

jo Reklame tidak tetap

k. Persturan Daersgh

.0

B A B II
JENIS REKLAME

Pasal 2

Jenis Reklame terdiri dari :

~a. Reklame Papan :

ialah reklame yang dibuat dari papan kayu, atau beghan lain -
vang sejenis, yang dipasang atsu digentungkan atau dibuat pg

da bangunan, tembok, dinding, pagar pohon tiang dan scbagal-
nya.

Lok g

be Reklame Ksain ces
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Reklame lain : :
ialah rekleme yanp dibuat derl kain atau behan yang sejenis de
nean 1tn,

Reklame bersinar :

ialah reklame yang memuat tulisan dan atau gambar yang terdiri
ateu bentuk dari lempu pijesr ateau alat penyinar lain yasng mem-
beriken siner pada malam hari.

Reklame berjslan : ,
islah reklame yang semata-mata dibawa keliling oleh orang yang
berjalan kaki. ¢ .

Reklame Kendarasan:

ialah tiap jenis reklame yang bergerak dan tidek tergolong da
lam huruf a Pasal ini.

Reklame 31ide dan atau Reklame Film :

ialah reklame yang untuk menyelenggarakannya dipergunakan Kli-
se berupa kaca, film ataupun behan lain untuk diproyeksikan pag
da layar putih atau benda lain atau dipancarkian pads layar pu
tih atau benda lein atau dipsasncarkan melalu1 televisi,

Reklame Selebaran :
ialah reklame yeun: disebarken, diberiksn atau dapat diminta.

Reklame Bersuara :

ialah reklsme dengan kata-kata yang diucapkan atau dengsn sua-
ra yang ditimbulkan deri atau oleh perantaraan slagt stau pesa-
wat epapun,

Reklame Peragaan (demontrasi) :

ielah tiap-tiap macam reklame yang penyelenggaraannya dengan =-
dengan Jalan berdemontrasi atau tanpa disertal rekleme bersua=-
ra,

B A B ITI
KEHARUSAN DAN PENGECUALIAN IZIN
Pagal 3

Dalam wilayah daerah dilarang membuat, mempunyai, menempatkan

atau mempergunakan reklame tanpa izin Bupati Kepala Dsersh ;

Larengan sebogaimana dimeksud dalam ayat (1) Pasal ini tidsk -
berlaku terhadap reklame :

8, Semata-mata mengenai tanah, vang reklamenya dipasang di -
atas tanah tersebut.

be Semate-mata memuat nama atau pekerjaan dari yang menemgati
- tanah, dimana reklame tersebut luasnya tidak melebihi z
(seperempat) M2 dan dipasang di atas tanah tersebut.

c. Semata-ncta memuat nama atau sebutan dari pekerjaan  yang

diselengcarakan di atas tanah dimana reklame tersebut di =
tempel.

d. Semata-mota memuat keterangan umum tentang jenis barang-be

rang veng dspat diperoleh di atas tanah tersebut dimana =~
reklame tersebut ditempelkan,

Ce Be]’."ada eecceece
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e. Berada didalam bangunan yang dikelilingi dinding, dalam ba
ngunan mane dlselenggarakan pekerjaan atau perusshasn dan
relzlome tu ditunjultan tepada pekerjsan atau perusahaan -
tersebut atau dimana dapat diperoleh barang-barang kepada-
barsng~barang reklame itu ditujukan,

f, Ditempatkan pada suatu kendarasn yang semata-mata dipergu-
nakan untuk perusahaan yeng memiliki asal reklame tersebut
tidak menyebutlan ketersngan lain~lain, selain nama dan =
atau sebutan umum dari perusshaan itu.

g. Ditempatlian pada suatu kendaraasn yang berasal dari luar wi
layah Dacrah dan'berada dalam wilayah Daersh tidsk melibi=
hi dari 24 jam berturut-turut,

h, Diselengarakan di Peken Raya atau di tempat keramaian-ke-
ramaian vang sejenis dengen itu. ‘

i, Merupakan reklame bersuara, apsbila menurut pertimbangen -
Bupati Kepala Daersh atau Pejabat yang ditunjuknya wajib -

Pajak itu termasuk golongan penjaja, perusahaan kecil laip
nya.

Dilarang mcmbuat memasang atau menyelenggarakan pada tempat-
pemasangan reklﬁme yang dikuasai oleh Pemerlntah Daersh tanpa

persetujuan Bupati Kepala Daersh atau Pejabat yang ditunjuk -
nya.

Dilarang menyelenggarakan reklame untuk jenis reklame sebagai
mana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan b di atas jelan umum=
meskipun untuk itu tidak diperlukan izin, apabila menyelenggE
rakan reklamne tersebut berada di atas jalan umum dengen jara

a. Lebih dari 1 (satu) M dari tepi jelen umum, diukur dengan-
arah horizontal 3

b. Kurang dari 4% M diukur dengaun asrah vertikal jike jalan =~
umum yang berada di bawesh reklame itu merupakan jalan ken-'
daraan ;

c. Kurang dari 3 M diukur dengen arsh vertikal jika di bawsh-
rekleme ada sesuatu bagian lain deripads jelan kendaraan -
vang termasuk jalan umum,

Bupati KepaWe Daerah ateu Pejabat yang ditunjuknya berwenang-
memberikan ltelonsrgaran atau ketentuan larangan sebageimana di
malisud dalarm ayat (4) Pasal ini.

B A B, IV
CARA MEMPLROLEH IZIN
Pasal 4

(1) Naskah reklame harus disusun delam bshasa Indonesia dengaen -

menpergunakan huruf latin, tetapi apabils dianggep perlu da. =:
pat disusun dalam bshasa asing dengan mempergunakan huruf-hu=~

ruf lalnnya, tetepi disamping atau dibawahnys harus dicantum-~
kan gpla bshasa Indonesianya dengan huruf latin,

(2) Bupati oaoaoo".'
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-‘(2) Bupati Kepala Daersh demi ketertiban umum, berwenang melarang memper

gunakan bghasa asing den huruf-huruf lasionya selain huruf lain,untuk
membuat dsn stau menyelengraraksun rekleme.

Pasal 5

(1) Untuk mendapaet Izin sebagaimena dimsksud dalam Pasal 3 ayat (1) yung
berkepentingan herus mengajukan permohonan kepada Bupatl Kepala Dae
rah dengan mengisi formulir yeng telsh disediskan psda Dinas Pendapsg
tan Daerah.

(2) Bupati Kepala Daerah atau Pejsbat yang ditunjuk berwenang menetapkan
bshwa reklsme ysng skan diselgnggaraksn itu harus disertai dengan ke
terangan~keterangan secukupnya dan atau gesmbar rekieme itu diperli -
hatkan kepada Pejsbat yang ditunjukunya.

(3) Alat ~alat perkskas-perksekas, pesawat-pesawat atau bagiesn lainnya -
yang dipergungkan untuk reklsme itu disershkan terlebih dehulu kepa-~
da Dines Pendapatan Yaersh untuk dibubuhi cap atau lainnys kecusli -
jika tidek diperlukan pencapan atsu pembubuhan tanda oleh Kepsls Di

nas Pendapastan Dsersh, pencapan atsu pembubuhsn tends tidek dilaku - -

kan sebelum pajaknye dilunasi.

&
(4) Bentuk cap stau tands lainnys sebsgsimana dimaksud delam ayst (3) Ps
. sal ini ditetapkan oleh Bupati Kepals Daerah atau Pejabat yang ditun
jukmya?
Pasal 6

Permohonan izin sebagsimsna dimsksud dalsm Pasal 5 dapat ditolak :

a. Jika reklame tersebut menurut pertimbengsn Bupati Kepals Daersh tidsk

sesuai dengsn syarat-syarat keindshsn, kesopanan, ketertiban umum, ke
amanan, kesusilaan dan kesehstan.

b. Jika pemohon tidak memenuhi ketentusn sebagaimana dimaksud dalsam Pa
sal 5 ayat (2) dan (3). IS

BAB 1"
PENCABUTAN IZIN DAN PENYINGKIRAN REKLAME
Pasal T

(1) Izin sebagaimena dimeksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dicabut oleh
Bupati Kepala Dgersh atau Pejabat yang ditunjuknys apabila ¢ :

.

a, Pemegang izin tidak memenuhi kewajibsn-kewajiban mengenal tempat
pemasaungan reklsme yang dikuesal Pemerintah Daerah setelsh peme -
geng 1zin atau kuasanys diberi peringstan.

b. Pada Reklame tersebut terdapast perubehan sedemikian rupa sehingga
andaikate perubshan tersebut teldh.:ada pada :sast:pémohon izin di

maeksud dalam Pasel 5 syat (1) disjukan seharusnys ditolak berdas =

sarkan ketentuan dslam Passl 6.

c. Syasrat-syarat dalem Pasal 8 huruf e tidak dipenuhi sebsgaimsns -
. mestinys,

d. Menurut pertimbangan Bupati Kepsla Daerah ternysta pada saat ber-
langsungnya penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan syarat-

syarat tentang keindehan, kesopanan, ketertiban umum, keagamasan
dan kesehatan,

dipenuhi sebagaimana mestinya.

‘e, Syarat-syarat pembsyeran pa jak reklame atau izin reklame tidsk ’ﬁ'
| 9

(2) Terhsdap ...
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(2) Terhadap hel sebavaimana dimaksud dslam ayst (1) Pasal ini pen
cabutan izin yang bersangkutan disertai dengan perintah peuyng
kiran atau penghentisn penyelenggarasn relilame.

(%) Teriadap pencebutan lzin sebogeliena mestinya dimeksud dslam -
ayat (2§ Pasel ini yang bersangkutan dapat mengajukan keberat~
an kepada Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu 14 (empat be
las) hari sesudsh pencabutan izin dikirimkan kepadanysa.

(4) Bupati Kepala Daerah cq Kepala Dinas Pendapatan VYaersh berwe -
nang memerintahkan untukmenghentikan penyelenggaraan atsu pe =
nyingkiran reklame yang diselen~garakan dan atau dibuat tenpa-

izin, sedang pembuatan atau penyelenggarasn tersebut diperlu.-
kani 1zin. $ :

(5) Dalam keasdsan mendesak den dalam hal perintsh sebagaimana di -
maksud dalam ayat (4) Pasal ini tidak diperhatiksn, Kepala Di
nas Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya berwenang-

menyingkirkan atau menghentikan penyelenggaraan reklame terse-
but atas biasya sendiri. '

Pasal 8

Pemegang izin sebégaimana dimaksud dalsm ayat (1) Pasal 5 diwajib~-
kan :

a.:Memelihara supaya bends-benda dan alat-alat ysung dipergunakan =
untuk reklame itu selalu dalam keadaan baik,

be Menghilangkean den menisdakan relkleme selekas-lekasnys setalsh -
‘jangka waktunye berakhir atau setelah iziunya dicabut,

B A B VI
TARIP PAJAK REKLAME
Yagal 9
(1) Pemegang izin reklame sebagaimana dimelsud dalam Pasal 5 ayat-

(1), selain yang ditentuken dalam Pasal 10 dikenakan pajak rek
lame menurut tarip yang tercantum di bewah ini,
!
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A, Reklame Papan

a, Jalan~jalen :

Lkonomi klas I Rp 40,-
Ekonomi klas II Rp 35, =
Klas I Rp 30, ~
Klas II Rp 25,~
Klas III Rp 20,-

b. Tempat ..o.nn;‘




T
. ) b. Tempat paerbelanjsan umum Rp  40,-
| c. Tempat-tempat khusus Rp  45,-
b d. ﬂescmpatanlkhvsus :
1« Nasional Rp 750,~
2. Internasional Rp 1000,-
B. Reklame Kain
a, Jalan~jalan :
Ekonomi klas I Rp 75,-
Ekonomi klas II! Rp 65, -
Klas I : Rp  55,-
‘ Klas IT Rp 45, ~
Klas ITI Rp 25,=
b. Tempat perbelanjaan umum Rp 65,-
ce. Tempat-tempat khusus Rp 80, -
hi d. Kesempatan khusus @
1. llasional Rp 1000,~
2, Internasional Rp 1500,-
2 Coe Reklame Bersinar
g a, Jalan-jalan :
ié Fkonomi klas I Rp 50,=
‘% Ekpnomi klas II Rp 45, -
| Klps T Rp  40,- .
‘% Klas II Rp -35,=-
- XKlas III Rp  30,-
be Témpat perbelanjaan umum Rp 50,=
i c. Tempat-tempat khusus Rp * 55,=~
: d. Kesempoten khusus :
; 1, Nasgional Rp 1750,-~
: 2, Internasionsl | Rp 1750,
| mmmE=s=sSmossSonSsooSSssSSESmsoSSsSSSESSSsSSsSSoSSsmsozmooossoosEss
2 D, Reklame Derjalan
i L u a s Reklame ¢ Tarip tiap hari
i .
2 Per 1/20 M2 : Rp  15,=-
- : Ee Reklame .seeeescevaces




§
1
i
i
|
i
|
.

¢)

E,

Ge

He.

I.

(2)

(3)

(4)

R B e e »‘~7::-:=—:’T§§f:. et e 5

8
Reklasme Kendarsan
Luas reklame : Tarip tiep hari
Per 1/20 M2 Rp  10,=-

Reklame Slide atau Reklame Film

Tarip tiap hari kall meme
sang sampal deungan 15 de
tik atau kursang. :

Jenis

1. Tanpa Suars ‘ Rp T5,~
2., Dengan Suara ip 100,-

Rekl ame Selebsran

Jenis dan Bahan : DBanyaknys s Tarip
Kertoas Per 100 Lembar Rp 1000,-

Reklame Bersusra

Jenils

Tari tiep kall pemasangan
untuk 15 detik.

1. Alat Femancar Radio Rp 300,-
2, Alat Pengeras Susars Rp 450,-

Reklame Perarcan (Demontrasi)

Tipa-tiap hari ' Rp 2500

Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2a, b dan ¢ apabils dipa-
sang dalam ruangan (in door) tarifnya sebesar 50% (lima puluh per—
seragtus) dari ketentuan dimaksud ayat (1) Pasal ini,

Reklame sebageimana dimalksud dalam Pasal 2a, b dan ¢ apabila dipa-
sang pada gembar atau benda atau dengsn mempergunaksn suatu alat -
lainnya pada ketinggian 25 (dus puluh lima) M, dikenakan tambahsan-
tarif sebesar 25 % ?dua puluh lima perseratuss.

Untuk setiap penambshan sampai ketinggisn 10 (sepuluh) M berikut «
nya deri ketinggien sebagaimana dimaksud delam ayat (3) Pasal ini,
dikenakan tarip tambshsan sebesar 25 % (dus pulih lims perseratus),
dengan maksimum penambahan pajek 200 % (dua ratus perseratus).

(5) Bupati.DOCOOO......i"
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(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)
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Bupati Kepzle D2erah menetapkan mama-nama jelan yang termasuk jalan
jalan elronomi klas I dan klas II, jalan-jelen kles I den klas II, -
III dov tempat-lempat perbelenjean umunm deon tempat-tempat khusus -
dan kesempatan khusus dalem Wilayah Daerah Tingkat II untuk ketentu
an tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Passl ini,

Untuk menghitung luas reklame yang terhutang pajak sebagaimana 4i -
maksud dalam ayat (1) Sub A sampai E, diambil dari gambar, kalimat-
atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus verti--
kel den horizountal hingga merupakan empat persegi panjang dimena sg
luruh gembar, kolimat atau huruf itu bersda didslammya.

Untuk relklame vong dibuat dengen sustu alat dietur sedemikian rupa-
sehinggs dengan alat ite berturut-turut depat dihasilkan bermacam -~
macam tulisen atau gambar maka pajak yang harus dibayasr untuk jang-
ka waktu dsan luasnye yang sama ditetaplkan sebesar dua kali dari ta
rif terma - sud svat (1% Pasal ini.

Bila suatu reklame berhubungen dengsn sifatnya dapat digolongkan da
lam lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dslam ayat -
(1) Pasel ini, maka pajak yang harus dibaysr untuk jesngka waktu dan
luasnya y=ng sema, ditetapksn menurut tarip yeng menunjukan jumlah-
yang bessar,

~ -

Pagal 10

Didalam menghitung pajek reklame, maka bagian yang kurang dari -
1/20 M, 5 detik sehari den 100 (seratus) lembar dihitung 1/20 M2 -~
15 detilt sehari dan 100 (seratus) lembar. ‘

Jumlah penetapan pajak reklame dibulatksn keatas sehingga merupa -
kan kelip: tan Iip 50,~.
B3 A B VII
PEIBEBASAN PAJAK
Pasal 11

Dibebaskan deri pajak reklame ialeh :

a. Reklame yang menurut pertimbangan Bupsti llepala Daerah atau Pejabat

be

yang ditun juknya, dibuat atau diselenggarakan semata-mazta untuk aml
atau kepentingan umum untuk jengka waktu yang ditentukan oleh Bupa-
ti Kepela Daerah atau pejabat yeng ditunjukmya sesudah dibuatkan =
permohonan untuk mendapatkan pembebasan.pajek.

Reklame yeng dibuat atau diselenggarakan oleh partai-partai poliﬁik

. /organisasi sosial politik yang semata-meta mengenai politik,

Cle
de.

Reklame yang dibuat.atau diselenggarskan oleh pemerintah.

Reklame yeng dibuat, diselenggarsken atau ditempatkan pada bangunan

dan atau lohan tempat penyelenggarean pertunjuksn yang berhubungan=-
dengan pertunjukan yaeng sedang diselenggaraken, :

' Sebageimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan i.

B A B VIIT .;;.
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B A B - VIIT
KETETAPAN PAJAK

Pasal 12

Bila suastu reklame yang menurut Peraturan Daersh ini diwajibkan dg
ngan izin, ternysta diselenggarakan tanpa izin make jumlah pajask =
yang diteviuken dalam Pasel 9 untuk jangka waktu dimana izin terse
but ada, dspat ditetapkan oleh pejabat ysng berwenang.

Atas jumlah ketetapan pajak pada ayet (1) Pasal ini dikenakan tam
bshan pajak 100 % (seratus persen),

Selekas mungkin setelah kohir itu ditetapkan, maka kepada yang bég
sangkutan diberikan surat ketetapan pajak.

Wajib pajsk dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak seba = |
%aimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini dalam jangks waktu 3 =

tiga) bulon setelah surat ketetapan pajak diterima oleh wajib pa
jak,

B A B IX
PENAGIHATN
Passal 13

Jumlgh pejak yeng ditentulen delam Pasal 9 dan 10 harus dibayar di
muka denget ketentuan bahwa untuk reklame yang masa izinnya 12 bu
len atau lebih, atas izin Bupati Kepsls Daersh atau Pejabat yang -

ditunjuknya dapat dilskukan pembayaran dengen angsuran triwulan di
muka.

Bila tidak dilekukan pembayaran pada hari-hari pembaysran yang te
lah ditentukan dalam ayst (1) Pasal ini, maka terhutang dends 25 %
(dua puluh perserstus) deri jumlah pe jak yang sudah harus dibayar,

Bupati Kepzla Yaerah atau pejabat yang ditunjuknya berweunang membe
baskan tambahan atau denda termeksud dalam Passl 13 ayat (1% dan =
ayat (2) Fasal ini, baik untuk seluruhnya msupun sebagian apabila=~
dapat dibuktikan dengen pelanggaran itu disebabkan karens kehilaf=
an atsu kelslaian yang dspat dimaafkan,

Bupati Kepala Daerah menunjuk Dinas Fendapatan Daerah stau pejabat
/badan lain untuk melaksgnakan pemungutan-pemungutan pajak rekla-
me yang ditentukan dalam Pasal 9 den 10 Peraturan Daersh,

Pejabat/Badan lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat =-
(49 Pasal ini, diwajibkan menghitung sendiri, memungut dan menye =
torkan sendiri pajak reklame yang terhuteng kepada Bendsharawen -
Khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah,

Pasal 14

Dalam hal pemegang izin menghentikan penyelenggaraan sebelum izin-
yang diberikan bersakhir, maka atas permohonan pemegang izin diberi

kan pengemnbalian pajak yang telah dibaysr untuk hari-hari ysng be
lum timbul.

(2) Jumleh ..vvnv...
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(2) Jumlah pengembalisn pajek yeng dimeksud dalam ayat (1) Pasal ini,
dikurangi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah yang seharusnya di
kembslikan untuk biaya adminlstrasi,

Pasal 15

(1) Pelanggsran astsu kelalaian/kealpaan terhadsp ketentuan dalam Ré
sal 3 ayat (1), (3), (4) Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Pg
raturan Deerah ini disncam dengan hukuman kurungsn selama-lamanya

3 (tiga) bulan atau setinggi-tingginya Rp 50,000,~ (lima puluh ri
bu rupish).

(2) Benda~benda atau alat-alat'reklame yang dipergunskan untuk melaku

kan pelanggaran tersebut depat disita, sepaunjang benda-benda atau
alat-alat tersebut milik terdakwa,

B A B X
PENGAWASAN
Pasal 16

Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan atas pelanggaran terhedap ke
tentuan-ketentusn daelam Peraturan Daerah ini, disamping dilakukan olsh
pengawasan umym ditugasken juga kepada Kepsla Dinas Pendapatan Daerash,
Kepsla Dinas gekerjaan Umum Kabupaten Dgersh Tingkat II Cianjur, Sek
si Pertanaman serta pegawai pada Instansi-instansi tersebut yang di =

tunjuk mengadaken pengswasan dan atau pengusutan atas pelanggaran Pe-
raturan Daeran ini,

B A B XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentusn dalam Peraturan Daerah -
bila ketentuan-ketentuan tersebut mengenal sesuatu badan hukum dileta

‘kan kepada anggotae pengurus atasu jike pengurus itu tidak ada, kepada-

wakil badan hukum tersebut yang berada di dalam wilaysh Negara Repu -
blik ¥ndonesia.

Pasal 18

Peraturan Dserah ini tidak berlaku terhadap akta-akta Pengadilan atau
suret-surat resmi lainnya, yang menurut Undang-undsng atau Peraturan-
peraturen Pemerintah harus diumumkan dengan ditempelkan,

L]

Pasal 19

Segala izin yang teleh diberiken berdassarkan Peratursn Pajak Reklame~
tetap berlaku sampal mesa izinnya berskhir sepanjang tidak bertentang
an dengan Peraturan Perundang-undangan yang bgrlaku.

BAB XII soceveos
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B A B XIT
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pelaksenaan Peraturan Deersh ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Dae
rah,

Passal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daersh ini sepanjsug me

nyangkut teknis pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan
.Bupati Kepala Daersh. ‘

Pasal ) 22

Dengan berlakunya Peratursn Daersh ini maka, Peraturan Dserah Kabupaten
Daersh Tingkat II Cianjur Nomor 22 Tehun 1977 tentang Pemasangan dan Pa
jak Reklame dalam Wilaysh Kabupaten Daereh Tingkat II Cianjur -yang te
lah diubah dengan Persturan Daerah Nomor 19 Tshun 1980, dinyatakan ti
dak berlaku lagi.,

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetehuinya, memerintahksan pengundangan Peraturan
Daersh ini kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Daersh Tingkat II Ciaunjur,

Cian jur, 28 Maret 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 1II
KABUPATEN DAERAH TK.ITI CIANJUR CIANUJUR,

Ketuas,

Cap/ttd, Cap/ttd.
'H.S. UMAR THAMIM Ir. H. ARIFIN YOESOEF
¥IK, T . 2651/4 N T P. 480 025 150

Peraturan Daersh ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri deungan Surat Ke
putusannya tanggal 8 Januari 1986 Nomor 973.513.2-043.

;

Diundangkan .ccece
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u1undangxan dalam Lembarau -Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat IT Ci
anjur tanggal 15 Januari 1986 Nomor 3 Tghun 1986 Seri A




PENJELASAN
' ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR
Nomor 8 Tahun 1985
Tentang :

PAJAK REKLAME

IJ Penjelasan Umum :

IT.

Sesual dengan azas pemungutan pajak reklame menitik beratkan pengaturan
kebersihan, keindshan den ketertibsn kota, maka kemajuan teknik promosi
dalam bidang perdagangan serta kondisi jalsen-jalan, pertokoan dan ba-
ngunan-bangunan dewasa ini ager dapat mengimbangi perkembangan dan per
tumbuhan hasrat masysraekat untuk memasang reklame akhir-gkhir ini, maka
selain mengadaksn penyesusian beberapa jenis reklame, juga dipandang =
perlu mengadakan penyesuaian tarip secara keseluruhan,

Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1 ¢ Cukup jelsas,

Pasal 2 huruf a ¢ Cukup jelas.

' b ¢ Yang dimaksud dengan reklame kain termaksud -

jugea berbentuk Bendera atau bentuk lainnya-

baik yang terbuat dari Kain atau bshan = yang
se jenis,

¢ 8/d 1 : Cukup jelas.
Pasal 3 ayat (1) s/d (3): Cukup jelas.

(4) : Misalnys ada suatu reklame yang dipasang sede
mikien rupa sehingga bagien atau seluruhnya =-
dari reklsme tersebut yang panjangnya lebih =
dari 1 M berada di atas jalam umum dengan ti
dak memperhatikan dimasna tiangnye ada § digan
tungkan diwajibkan diminta izin,

(5) ¢ Cukup jelas.

Pasal 4 s8/d Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 e0ecvocccsccns
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Pasal 11

Pasal 13 ayat (1) s/d (3)

Pasal 14

s/d Pasal 12

(4)

(5)
s/d Pasal 23

2]

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Tujusn penunjukan Baden-badan tertentu dimak

sud adalah untuk memudahkan pelaksanaan pemu
nguten Pajak oleh Wajib Pajak.

Sebelum izin diberikan badsn-badan stau peru
sahaan dimeksud terlebih dahulu diberiksn =
bimbingan serta teleh diadekan penelitian =
atas pemenuhan syarat-syarat sebagaimsna di
maksud dalam BAB IV Peraturan Daersh ini,

Cukup jelas.
Cukup jelas,

A W e e TP S v T T M Yo G e S8 20w
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